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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 

tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada 

tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut: 

A. Padanan Aksara 

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin: 

Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 
Huruf Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sa S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 Ta Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

  Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain Gh ge dan ha غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang: 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a =أ

 ī = أي ai =أي i =أ

 ū =أو au =أو u =أ
 

C. Kata Sandang 

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-



vii 

 

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut: 

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan….. 

2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 Al-Qur’an: الْقُرْانَ

3. Bila diikuti hurus Syamsiyah, huruf I diganti dengan hurus Syamsiyah 

yang mengikutinya 

 Ar-rahman : الرَّحَْْنُُ

D. Syaddah (Tasydid) 

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangakan dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:  

Contoh: ُِللِنَّاس(linnasi), ُُنَّه (annahu)أَ  

E. Ta Marbûtah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh: 

 mawaddatan : مَّوَدَّةُ 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

 rahmah :رَحْْةَُ 
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F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya: 

 ta’murūna: تََْمُرُوْنَُ
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MOTTO 
 
 

"Pernikahan siri itu selain mengabaikan hak istri juga mengabaikan hak anak." 

Kiai Ikhwan 

 

“Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. 

Tapi jika kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.” 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 
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ABSTRAK 
 

Dewi Ummi Rochmi. NIM. 1117051. Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri 

Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat 

Dan Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing 

Jumailah, M.S.I 

Secara etimologi, siri berasal dari kata as-sirru yang artinya perkara yang 

dirahasiakan. Bentuk jamak dari kata asraarun. Sedangkan pengertian nikah siri 

secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Atau 

dalam versi lain, pernikahan yang dilangsungkan tanpa tasyhir (pengumuman 

kepada khalayak umum). Namun, yang tersebar di kalangan masyarakat umum, 

nikah siri sering kali diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan tanpa 

adanya wali atau saksi, atau pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali 

tanpa adanya saksi. Yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pernikahan 

siri yang dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan dengan wali antara 

mempelai laki-laki dan perempuan dengan dihadiri wali tanpa adanya saksi-saksi. 

Namun, wali yang hadir tersebut bukanlah wali yang sebenarnya, tetapi seorang 

kiai yang sengaja diminta kehadirannya oleh kedua mempelai sebagai wali 

pengganti, meskipun pada kenyataanya mempelai perempuan tersebut masih 

memiliki wali yang lebih berhak menjadi wali dan bisa dipastikan kehadirannya. 

Baik dalam pernikahan resmi atau tercatat dengan pernikahan siri sudah tentunya 

memiliki rukun pernikahan yang sama, yaitu dengan adanya kedua mempelai, 

adanya wali, adanya saksi-saksi, serta adanya ijab dan kabul. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis 

sosiologis atau penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan 

mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati 

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja 

di dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data 

sekunder yang diperoleh melalui bacaan yang relevan dengan penelitian. Data-

data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah di Pekalongan Barat tepatnya di Binagriya 

Kelurahan Medono terdapat pasangan janda dan duda usia 28 dan 35 tahun, yang 

telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah seorang kiai setempat. 

Kiai tersebut sengaja ditunjuk oleh kedua mempelai guna menjadi wali hakim 

dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Sedangkan 

di Pekalongan Selatan tepatnya di Kelurahan Buaran Kradenan dan di Kelurahan 

Banyurip terdapat dua pasangan yang sama-sama lajang berusia kisaran 22 sampai 

31 tahun, yang juga telah melakukan pernikahan siri dengan walinya adalah kiai 

setempat yang diminta dengan sengaja untuk menjadi wali dalam pernikahan-

pernikahan tersebut. Adapun wali nashab dari masing-masing mempelai wanita 

tersebut sebenarnya masih hidup dan mampu mewalikan. Kiai sebagai wali hakim 

dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali tersebut dipandang sebagai sebuah 

khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun, hal tersebut tetaplah mengabaikan 

salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Jika wali nashab tidak bisa hadir atau 



xiii 

 

tidak berkenan hadir dalam sebuah pernikahan, maka dapat menggunakan wali 

hakim. Wali hakim yang dimaksud tersebut adalah wali hakim yang 

pengangkatannya diatur oleh negara. Mengenai implikasi hukum terhadap 

pernikahan siri bagi perempuan berwali yang walinya menggunakan wali hakim 

kiai, pernikahan tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya 

pernikahan. Yang mana dalam hal ini ialah kehadiran wali nikah dari pihak 

perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi’i, Maliki, dan 

Hambali. Akan tetapi pada pernikahan janda dan duda terdapat pendapat lain yang 

mengatakan bahwa pernikahannya sah berdasar pada Madzhab Hanafi. 

 

Kata kunci: nikah siri, wali hakim, kiai 
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ABSTRACT 
 

Dewi Ummi Rochmi. NIM. 1117051. Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Siri 

Dengan Kiai Sebagai Wali Hakim Bagi Perempuan Berwali Di Pekalongan Barat 

Dan Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing 

Jumailah, M.S.I 

Etymology, siri comes from the as-sirru, which means that the matter is 

classified. The plural form of the word asraarun. Where as siri's marital 

understanding was terminology, it was the wedding that was ordered to be kept 

secret. Or in another version, a marriage that occurs without tasyhir 

(announcement to the public). However, scattered among the general public, siri's 

marriage is often defined as a marriage performed without a guardian or a 

witness, or a wedding performed using a guardian without a witness. What the 

authors meant in the study was siri's wedding performed as a wedding performed 

with the guardian of the bridegroom and the guardian of without by the witnesses. 

However, the guardian of the presence was not actually a guardian, but a kiai 

who was intentionally requested by the bride and groom as surrogate guardians, 

even though  in a fact the bride still had a more qualified guardian and could be 

sure of her presence. Whether an official or a written marriage with siri was 

necessarily the same, with the bride and groom, the guardian, the presence of 

witnesses, and the ijab and kabul. 

This type of study is an empirical study with a sociological jurisdictional 

type or research based on normative-law science, but instead of examining system 

norms in the rules of the law, it observes how they react and interact when they 

work in communities with a qualitative approach. The data source in this study is 

a primary source of data obtained through interviews and secondary data sources 

obtained through reading that is relevant to the research. The data is analyzed 

using qualitative analysis techniques. 

The result of the study is in the exact western section of medono's binagriya 

family of 28 - and 35-year-old widows and widowers, who have had siri's 

marriage to her guardian being a local kiai. The kiai was deliberately appointed 

by the bride and groom to act as guardians of the siri wedding performed by the 

bridegroom. At the exact southern end of the succorry and at banyurip's 

household are two single couples in the 22-to 31-year old, who have also had 

siri's marriage to her guardian is the local kiai who was specifically asked to act 

as regent of the weddings. As for each bride's guardian nashab is actually alive 

and able to protect her. Kiai as guardian of the jury in siri's marriage to the 

guardian of the guardian was viewed as an oversight or a dissent. Still, it remains 

to ignore one of the marital unions in which there is a guardian. If the guardian of 

nashab cannot be present or is unwilling to be present in a marriage, then can use 

the guardian of a judge. The guardian of the judge in question is the guardian of 

the judge whose appointment is ruled by the state. As to the legal implications for 

siri's marriage to a guardian woman whose guardian used judge kiai's guardian, 

the marriage was illegal because it was uneligigized and the rubles of marriage. 

Which in this case is the female presence of the guardian. This harmonizes with 
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the opinions of madzhab Syafi’i, Maliki, and Hambali. However, at the marriage 

of widows and widowers there was another opinion saying that the marriage was 

valid due to Hanafi madzhab. 

 

 Keyword: marriage to siri, the guardian of justice, kiai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wali menjadi salah satu rukun dalam sebuah pernikahan. Definisi wali 

sendiri yaitu, bapak calon istri atau orang yang diserahi wasiat, keluarga yang 

paling dekat dan seterusnya sesuai garis keturunan wanita tersebut, orang 

yang mempunyai pendapat (tokoh) di keluarga wanita, atau penguasa.
1
 

Rasulullah SAW. bersabda: 

دُ بْنُ قدُاَمَةَ بْنِ أعَْينََ حَدَّثنَاَ أبَوُ عُبيَْدةََ الْحَدَّادُ عَنْ يوُنسَُ وَإسِْرَائيِلَ عَنْ  حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

ُ عَليَْ  هِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ أبَيِ إسِْحَقَ عَنْ أبَيِ برُْدةََ عَنْ أبَيِ مُوسَى أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ

ٍّ قاَلَ أبَوُ داَوُد وَهوَُ يوُنسُُ عَنْ أبَيِ برُْدةََ وَإسِْرَائيِلُ عَنْ أبَيِ إسِْحَقَ  نكَِاحَ إلََِّ بِوَلِي 

 عَنْ أبَيِ برُْدةَ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, 

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, 

dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan 

kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari 

Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu 

Burdah.”
2 

 

Wali dalam suatu pernikahan menurut jumhur ulama, seperti Malik, 

Ats-Tsauri, Laits, dan Syafi’i adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, 

bibi dari ibu, saudara seibu, dan keluarga dzawil arham. Syafi’i 

berkata,“Nikah seorang wanita tida dapat dilakukan kecuali dengan pernytaan 

                                                             
1 Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah” (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 12. 
2 Sunan Abu Daud - 1785 
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wali qarib ‘dekat’. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkan oleh wali yang jauh. 

Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya.
3
 Dan perkataan Umar RA., 

“Seorang perempuan tidak boleh dinikahi kecuali dengan izin walinya, orang 

yang berwawasan luas (berilmu) dari keluarga wanita, atau penguasa 

(sulthan).”
4
 

Wali kerap kali menjadi polemik dalam suatu pernikahan. Banyak 

pasangan yang mengabaikan kehadiran wali dalam suatu pernikahan. Baik di 

pernikahan yang resmi tercatat maupun pernikahan siri atau sembunyi-

sembunyi. Padahal, sudah jelas bahwa wali merupakan salah satu rukun 

pernikahan yang memang harus terpenuhi, seperti yang telah dijelaskan di 

atas. 

Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pernikahan yang 

mengabaikan kehadiran wali, dengan berbagai macam alasan. Mulai dari 

alasan tidak adanya restu dari pihak wali, yang mana nantinya wali akan 

dianggap adhol. Sampai pada dalih menyegerakan hal baik untuk 

menghindari zina juga fitnah. 

Pernikahan yang terjadi tanpa wali tersebut menghadirkan seorang kiai 

sebagai pengganti walinya. Kiai yang dimaksud penulis adalah kiai setempat 

yang memang sengaja diminta oleh kedua mempelai untuk menjadi walinya, 

                                                             
3 Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah”, 18-19. 
4 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah” 

(Solo: Pustaka Arafah, 2017), 652. 
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meskipun pada kenyataannya mempelai perempuan itu masih memiliki wali 

yang lebih berhak menjadi wali.
5
 

Apalagi dalam pernikahan siri yang notabennya relatif mudah 

prosesnya. Yang mana tidak harus melibatkan lembaga pencatatan pernikahan 

ataupun Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi cukup dengan 

menjalankan rukun yang ada saja. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, ditambah sejumlah Peraturan Pemerintah yang berusaha 

mengeliminir nikah siri ternyata tidak mengurangi praktek nikah siri itu. 

Bahkan, ada kecenderungan praktek nikah siri semakin marak dan 

dimudahkan dengan perkembangan IT yang semakin canggih.
6
 

Meskipun sebegitu mudahnya, tetap saja ada yang tidak memenuhi 

salah satu rukunnya. Yang dalam hal ini penulis maksudkan ialah kehadiran 

wali nikah.  Masih ada saja pernikahan, bahkan pernikahan siri tanpa 

hadirnya seorang wali.  Seperti beberapa kasus yang penulis temukan, 

terjadinya pernikahan siri yang menggunakan wali hakim pada perempuan 

yang masih memilki wali dan wali tersebut mampu mewalikan. Wali hakim 

yang penulis maksudkan di sini ialah wali pengganti selain dari golongan 

keluarga dan kedudukan wali tersebut sebagai kiai. Ada tiga kasus yang 

penulis ditemukan. Di antaranya pernikahan antara sepasang janda dan duda  

yang masing-masing berusia 28 tahun dan 35 tahun di Pekalongan Barat. Lalu 

pernikahan dua pasangan yang masih sama-sama lajang yang berusia kisaran 

22 sampai 31 tahun di Pekalongan Selatan. Pernikahan-pernikahan tersebut 

                                                             
5 Ketiga pasangan pernikahan siri, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Pekalongan 

Barat dan Pekalongan Selatan, 15 Maret 2022. 
6 Nasaruddin Umar. “Dilema Nikah Siri” Rakyat Merdeka, 27 Januari 2022. 
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dilakukan secara siri dengan menggunakan wali hakim kiai. Yang mana hal 

tersebut dilakukan ketika wali nashab masing-masing pengantin wanita masih 

hidup dan mampu mewalikan.
7
  

Walaupun pernikahannya dilakukan secara siri, sudah sepatutnya harus 

memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Karena di mata agama, pernikahan 

siri  itu sah, hanya saja tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud mengangkat hal 

tersebut menjadi sebuah penelitian. Menurut penulis kasus di atas sangat 

menarik untuk diulas, di mana sosok yang menjadi wali hakim itu adalah 

seorang kiai, seseorang yang dianggap paham dan mengerti tentang hukum 

agama, terlebih masalah pernikahan dan perwalian. 

Oleh karena itu, penulis merasa penting dilakukan penelitian dengan 

judul “PANDANGAN KIAI TERHADAP PERNIKAHAN SIRI 

DENGAN KIAI SEBAGAI WALI HAKIM BAGI PEREMPUAN 

BERWALI DI PEKALONGAN BARAT DAN SELATAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa 

masalah untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi 

perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan? 

                                                             
7 Ketiga pasangan pernikahan siri, diwawancarai oleh Dewi Ummi Rochmi, Pekalongan 

Barat dan Pekalongan Selatan, 15 Maret 2022. 
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2. Bagaimana pandangan kiai terhadap praktik pernikahan siri dengan kiai 

sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan 

Selatan? 

3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pernikahan siri dengan kiai sebagai 

wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai 

wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kiai terhadap praktik pernikahan 

siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan 

Barat dan Selatan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pernikahan siri 

dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di Pekalongan 

Barat dan Selatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru supaya 

pernikahan siri yang marak tanpa menggunakan wali sebagaimana 

seharusnya dapat dihindari, dan juga agar ke depannya semakin banyak 

pernikahan yang dicatatkan. 
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2. Praktis 

Diharapkan penelitian dapat memberikan menginsprirasi pernikahan-

pernikahan setelahnya agar lebih baik. 

E. Penelitian yang Relevan 

Sebelum melakukan sebuah penelitian, berikut penulis paparkan 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh Manaf Badri dengan judul “Kedudukan Kiai 

sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah 

dan Kompilasi Hukum Islam”.
8
 Penelitian menghasilkan dua kesimpulan, 

yang pertama kiai yang tidak memperbolehkan menggunakan wali 

muhakkam karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang 

menikah dengan wali muhakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat 

lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Dan 

yang kedua, kiai yang memperbolehkan menggunakan wali muhakkam, 

karena jika wanita tidak mempunyai wali sama sekali, maka baginya 

hanya ada tiga pilihan, tidak menikah, menikahkan dirinya sendiri karena 

karena alasan keadaan darurat, dan menyerahkan atau menguasakan 

urusannya pada seseorang dengan ketentuan orang dikuasakan patut untuk 

memebrikan keputusan. 

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah, penelitian di atas lebih fokus dengan 

bagaimana kedudukan kiai itu sendiri dalam suatu pernikahan bukan siri 

                                                             
8 Moh Manaf Badri, “Kedudukan Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan 

Perspektif Maslahah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Malang: UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2020) 
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menggunakan wali muhakkam, apakah boleh atau tidak. Penelitian di atas 

juga menggunakan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang akan 

penulis gunakan, yaitu perspektif KHI dan maslahah mursalah. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai wali hakim kiai 

pada pernikahan siri pada perempuan yang masih memiliki wali yang sah 

dan tidak berhalangan dengan menggunakan perspektif kiai. 

Sedangkan mengenai persamaannya, penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan skripsi tersebut di atas adalah sama-sama membahas 

pernikahan yang menggunakan wali muhakkam kiai, atau yang penulis 

maksud dengan wali hakim kiai. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Alwi Sihab dengan judul “Peran Kiai sebagai 

Wali Muhakkam (Studi Kasus Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, 

Kota Probolinggo)”.
9
 Penelitian ini menghasilkan bahwa kiai sebagai wali 

muhakkam tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia, 

menurut undang-undang perkawinan maupun peraturan Menteri Agama. 

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah perspektif yang digunakan. Jika penelitian di 

atas lebih fokus kepada undang-undang dan peraturan pemerintahan, maka 

penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus kepada perspektif kiai. 

Dan pernikahan yang dilakukan pun bukan pernikahan siri. 

                                                             
9 Alwi Sihab, “Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus Desa Sukabumi, 

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”, Skripsi (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2013) 
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Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan skripsi di atas, tentu 

saja terletak pada pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang 

kiai sebagai wali muhakkam atau wali hakim. 

3. Skripsi yang ditulis oleh ini Ginting Kurnia Putra dengan judul “Wali 

Hakim karena Adat Jilu (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan 

Wonoasri Kabupaten Madiun)”.
10

 Penelitian ini menghasilkan bahwa, di 

Desa Wonoasri ada pernikahan yang berbenturan dengan Adat Jilu. Adat 

Jilu sendiri dimaknai sebagai pernikahan siji telu, yaitu pernikahan yang 

dilakukan oleh anak pertama dari pihak laki-laki dengan anak ketiga dari 

pihak perempuan. Letak benturannya dosebabkan oleh wali dari 

perempuannya yang tidak setuju dengan pernikahan keduanya. Dengan 

demikian, calon mempelai perempuan menunjuk seorang kiai untuk 

menjadi wali hakim bagi penikahannya, yang mana penunjukkan tersebut 

dilakukan tanpa melewati proses permohonan wali hakim ke Pengadilan 

Agama. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pernikahan karena Adat Jilu 

seperti yang telah tersebut di atas tidak sah menurut hukum Islam. Karena 

di dalam syariat Islam, penunjukkan wali hakim karena Adat Jilu bukan 

termasuk syarat untuk melimpahkan perwalian terhadap wali hakim. 

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah terletak pada latar belakang pengambilan 

masalahnya. Jika penelitian di atas latar belakang masalahnya terletak pada 

pernikahan Adat Jilu, maka penelitian yang akan penulis lakukan latar 

                                                             
10 Ginting Kurnia Putra, “Wali Hakim karena Adat Jilu (Studi Kasus di Desa Wonoasri 

Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)”, Skripsi (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2013) 
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belakang masalahnya terletak pada tidak terlaksananya rukun nikah yang 

mengharuskan hadirnya seorang wali nashab dan penunjukkannya wali 

hakim dari golongan kiai tanpa mengindahkan wali nashab yang 

notabenenya masih ada dan mampu mewalikan. 

Sedangkan persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah terletak pada sama-sama membahas tidak adanya 

wali nashab dalam suatu pernikahan dan digantikannya dengan wali hakim 

kiai.  

4.  Jurnal yang ditulis oleh Aspandi dengan judul “Pernikahan Berwalikan 

Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”.
11

 

Penelitian ini menghasilkan bahwa, pernikahan yang dilaksanakan 

menggunakan wali hakim baik wali nashab masih ada ataupun tidak ada, 

dalam tinjauan fiqih munakahat (hukum Islam) dipandang sah hukumnya 

dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan perpindahan hak 

perwalian tersebut yang tentunya dibenarkan oleh syar’i. Dalam halini 

wali hakim bukan dipandang sebagai wali pengganti wali nashab, akan 

tetapi tetap dipandang sebagai wali nikah karena darurat. 

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah penelitian di atas membahas tentang wali hakim 

yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang mana ketika  

diberlakukannya ketika adanya alasan ke-adhol-an oleh walinya. Dan 

penentuannya pun harus melewati pengadilan. Sementara penelitian yang 

                                                             
11 Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Muakahat dan Kompilasi 

Hukum Islam,” Jurnal Ahkam 5, no.1 (2017) 
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akan penulis lakukan, lebih membahas pada latar belakang terjadinya 

pengangkatan wali hakim secara mandiri oleh pihak calon mempelai 

sementara wali nashabnya masih ada dan tidak bisa dihukumi adhol. 

Sedangkan persamaan penelitiaan diatas dengan penelitian yang 

akan penulis teliti terletak pada pokok pembahasannya, yang sama-sama 

membahas mengenai wali hakim. 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang 

digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori diperlukan 

agar penelitian menjadi lebih terarah dan terkonsep. Selain itu juga, kerangka 

teori ini diperlukan untuk menjadi landasan berpikir agar mendapatkan 

konsep yang benar dalam menyusun skripsi. Berikut kerangka teorinya: 

1. Nikah Siri 

Secara etimologi berasal dari kata As-Sirru yang artinya perkara 

yang di rahasiakan.
12

 

Dan pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang 

diperintahkan agar dirahasiakan. Atau dalam versi lain, pernikahan yang 

dilangsungkan tanpa tasyhir (pengumuman kepada publik).
13

 

2. Wali Nikah dan Wali Hakim 

Wali merupakan bapak calon istri, atau orang yang diserahi wasiat, 

keluarga yang paling dekat dan seterusnya sesuai ashabah wanita tersebut, 

                                                             
12  Yusuf ad-Duraiwisy, “Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah” (Jakarta: Darul Haq, 2010), 125. 
13 Yusuf ad-Duraiwisy, “Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah” (Jakarta: Darul Haq, 2010), 126. 
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orang yang mempunyai pendapat (tokoh) di keluarga wanita, atau 

penguasa.
14

 Sedangkan, wali hakim adalah Pejabat Pencatat Nikah atau 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi perempuan itu 

bertempat tinggal. Jadi, wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh 

pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali 

nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah 

itu berselisih paham dengan walinya. 
15

 

3. Kiai 

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan juga amal 

dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar, maju 

mundurnya sebuah pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan 

kharisma sang kiai.
16

 

Kiai yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah seseorang 

yang mumpuni baik secara ilmu agama (Islam) maupun secara akhlak dan 

perilakunya, juga mendapatkan pengakuan masyarakat akan 

kemumpuniannya dalam ilmu dan akhlak, dan aktif menjadi pembicara di 

berbagai pengajian atau majelis ilmu lainnya. 

  

                                                             
14 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “Minhajul Muslim Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah” 

(Solo: Pustaka Arafah, 2017), 652. 
15 Muhammad Syakir, “Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah 

dalam Perspektif Fiqih dan Peraturan Menteri Agama”, Skripsi (Palembang: Perpustakaan UIN 

Raden Fatah, 2018), 20. 
16 Saiful Akhyar Lubis, “Konseling Islami Kiai dan Pesantren” (Jogjakarta: eLSAQ Press, 

2007), 169. 



 

 

12 

 

4. Teori Fiqih Madzhab tentang Wali 

a. Madzhab Syafi’i 

Menurut Madzhab Syafi’i dalam kitabnya Kifayatu Al-Akhyar fi 

Halli Gayat Al-Ikhtisyar, diwakilkan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar 

ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi’i, 

menjelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, tidak sah 

pernikahan kecuali dengan wali. Dasar diambilnya keterangaan tersebut 

adalah: 

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 232, 

الن سَِاۤءَ فبََلغَْنَ اجََلهَُنَّ فلَََ تعَْضُلوُْهنَُّ انَْ يَّنْكِحْنَ ازَْوَاجَهُنَّ اِذاَ وَاِذاَ طَلَّقْتمُُ 

ِ وَالْيَوْمِ  ترََاضَوْا بيَْنهَُمْ باِلْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يوُْعَظُ بهِٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِللّٰه

خِرِ ۗ ذٰلِكُمْ ازَْكٰى لكَُمْ وَاطَْهَرُ ۗ  ُ يعَْلمَُ وَانَْتمُْ لََ تعَْلمَُوْنالَْٰ وَاللَّه  

Artinya: 

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai 

(habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk 

menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan 

di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan 

kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah 

dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci 

(bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak 

mengetahui.” (al-Baqarah  [2]: 232)
17

 

 

Ayat di atas diturunkan kepada Mu’qil ibn Yasar ketika menolak 

untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. 

Menurut Imam Syafi’i, ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali 

yang wajib dalam suatu pernikahan. 

                                                             
17 QS. al-Baqarah (2): 232 
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Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya: “Tidak 

ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, dan tidak 

ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal.”   

Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan 

berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada 

wali. Akan tetapi, Jika wanita itu seorang janda, maka hak 

mengawinkannya ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan 

wanita janda itu tanpa persetujuannya.
18

 

Imam Syafi’i membagi wali menjadi tiga kategori, yaitu: wali 

dekat (aqrab), wali jauh (ab’ad), dan wali hakim. Bagi beliau, orang 

yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak ayah. 

Posisi ayah, menurut Imam Syafi’i adalah mutlak menjadi yang 

utamanya. Sedangkan posisi terakhir menurut Imam Syafi’i adalah 

hakim (sulthan). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW 

menyebutkan: 

ِ بْنُ الْمُ  اجٍّ عَنْ الز  حَدَّثنَاَ أبَوُ كُرَيْبٍّ حَدَّثنَاَ عَبْدُ اللََّّ ِ عَنْ باَرَكِ عَنْ حَجَّ هْرِي 

ِ صَلَّى عَ عُرْوَةَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ نْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبيِ  اللََّّ

ٍّ وَفيِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لََ نكَِاحَ إلََِّ بِوَلِي  ِ صَلَّى اللََّّ عَبَّاسٍّ قاَلََ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالس لْطَانُ وَلِي  مَنْ لََ وَلِيَّ لهَُ 

  

                                                             
18 Moh. Insani Ohoitenan, “Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah 

serta Relefansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi (Makassar: 

Perpustakaan UIN Alauddin, 2015), 57. 
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Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah 

menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Mubarak dari Hajjaj 

dari Az Zuhri dari Urwah dari ’Aisyah dari Nabi Muhammad 

SAW. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya 

berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak ada nikag tanpa 

adanya wali.” Dalam hadits ’Aisyah disebutkan, “Penguasa 

adalah wali bagi orang yang tidak memepunyai wali” ”
19

 

 
b. Madzhab Maliki 

Menurut madzhab Maliki, wali masuk kategori dalam syarat syah 

nikah, nikah tanpa wali hukumnya batal. Hal ini karena semua urusan 

anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Bahkan pengikut madzhab 

Maliki, wali adalah masuk rukun pernikahan. Oleh karena itu, wali 

mempunyai hak ijbar terhadap anak-anak. 

Madzhab Maliki yang terkenal menjalankan tradisi Nabi ini, 

menetapkan hak ijbar wali dengan berdasarkan hadits. Meskipun 

demikian, Imam Malik menjelaskan hal tersebut berdasar kepada Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 232, dimana ayat ini juga digunakan dalil 

oleh madzgab Hanafiyah dan ayat 221 berikut ini:
20

 

لوَْ وَلََ تنَْكِحُوا ا شْرِكَةٍّ وَّ نْ م  ؤْمِنةٌَ خَيْرٌ م ِ لْمُشْرِكٰتِ حَتهى يؤُْمِنَّ ۗ وَلََمََةٌ م 

شْرِكٍّ  نْ م  ؤْمِنٌ خَيْرٌ م ِ اعَْجَبتَكُْمْ ۚ وَلََ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتهى يؤُْمِنوُْا ۗ وَلعَبَْدٌ م 

ىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلىَ ا
ۤ
لَوْ اعَْجَبكَُمْ ۗ اوُلٰ ا الِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ باِِذْنهِٖۚ وَّ ُ يَدْعُوْْٓ لنَّارِ ۖ وَاللَّه

سِ لعََلَّهُمْ يتَذَكََّرُوْنَ وَيبُيَ نُِ اٰيٰتهِٖ لِلنَّا  

                                                             
19 Sunan Ibnu Majah - 1870  
20 Fathonah K. Daud, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisi Perkawinan Tanpa Wali di 

Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” Jurnal Akademika 15, no.2 (2021): 156-157. 
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Artinya: 

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang 

mukminah lebih baik dari perempuan yang musyrikah, walaupun 

dia menarik hatimu Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S al-

Baqarah [2]: 221)
21

 

 

c. Madzhab Hambali 

Wali menurut madzhab Hambali adalah bagian dari syarat syah 

menikah. Apabila tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Pendapat 

tentang hak ijbar wali, berlaku kepada gadis dan janda, bukan hanya 

kecil, tapi yang dewasa, sehat akalnya atau yang gila. Perempuan tidak 

ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun, janda tetap dimintai 

izinnya.
22

 

Dasar argumentasi madzhab ini adalah, 

دُ بْنُ قدُاَمَةَ بْنِ أعَْينََ حَدَّثنَاَ أبَوُ عُبيَْدةََ الْحَدَّادُ عَنْ يوُنسَُ  حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

سْحَقَ عَنْ أبَيِ برُْدةََ عَنْ أبَيِ مُوسَى أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى وَإِسْرَائيِلَ عَنْ أبَيِ إِ 

ٍّ قاَلَ أبَوُ داَوُد وَهُوَ يوُنسُُ عَنْ أبَيِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ نكَِاحَ إلََِّ بِوَلِي  اللََّّ

 برُْدةََ وَإسِْرَائيِلُ عَنْ أبَيِ إسِْحَقَ عَنْ أبَيِ برُْدةَ

  

                                                             
21  QS. al-Baqarah (2): 221 
22 Fathonah K. Daud, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisi Perkawinan Tanpa Wali di 

Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, Jurnal Akademika 15, no.2 (2021): 156-157 
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Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin 

A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad 

dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu 

Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 

ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud 

berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil 

meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”
23

 

 

d. Madzhab Hanafi 

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan 

kabul. Menurut madzhab Hanafi, status wali menjadi syarat sahnya  

perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang 

gila (baik laki-laki maupun perempuan) meskipun orang dewasa. 

Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis 

tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai 

tersebut dengan akad nikah (ijab kabul) dengan syarat keduannya 

kafa’ah.
24

 

ِ بْنِ مَوْهَبٍّ قاَلَ أخَْبَرَنيِ ناَفعُِ  ِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ حَدَّثنَاَ أبَوُ أحَْمَدَ حَدَّثنَاَ عُبيَْدُ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ بْنُ جُبيَْرٍّ عَنِ ابْنِ  ِ صَلَّى اللََّّ عَبَّاسٍّ عَنْ رَسُولِ اللََّّ

 الْْيَ ِمُ أمَْلكَُ بأِمَْرِهَا مِنْ وَلِي هَِا وَالْبكِْرُ تسُْتأَمَْرُ فيِ نفَْسِهَا وَصُمَاتهَُا إِقْرَارُهاَ

Artinya: 

 

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan 

kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhah berkata, telah 

mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas dari 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم, bahwasanya beliau bersabda, "Janda itu lebih berhak 

dengan urusan dirinya daripada walinya sedangkan gadis perawan 

                                                             
23 Sunan Abu Daud - 1785 
24 Dedi Supriyadi, “Fiqh Munakahat Perbandingan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33. 
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diminta pendapat tentang perkara dirinya dan diamnya adalah 

persetujuannya."
25

 

 

5. Teori Efektivitas Hukum 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas 

hukum. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum 

maka akan berbicara juga mengenai validitas hukum. Validitas hukum 

berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus 

berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa 

orang harus menaati dan menerapkan norma-norma hukum. Sedangkan 

efektivitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai 

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa 

norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
26

 

Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong 

ke dalam “yang seharusnya” (das Sollen), sedangkan efektivitas suatu 

norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “kenyataannya” (das Sein). 

Menurut Hans Kelsen, sebelum hukum berlaku secara efektif, suatu norma 

hukum haruslah lebih dahulu valid. Karena jika hukum tidak valid, maka 

hakim misalnya tidak kan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah 

hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Dan keefektifan juga menjadi 

syarat mutlak suatu norma hukum dikatakan valid.
27

 

                                                             
25 Musnad Ahmad - 2351  
26 Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 

2. 
27 Munir Fuady, “Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)” (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), 116. 
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Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh 5 faktor, di antaranya:
28

 

a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang). Dalam hal berkaitan 

dengan faktor ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas 

perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” 

dan Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Di dalam berfungsinya suatu hukum maka faktor 

mentalitas dan kepribadian penegak hukum dalam memainkan 

peranannya adalah suatu hal yang penting. Fungsi penegak hukum di 

sini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun mewujudkannya. Penegak 

hukum dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini meliputi, pihak 

KUA, pasangan suami dan istri, juga kiai yang berindak sebagai wali 

hakim. 

c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor 

sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah adanya sarana dan fasilitas 

yang digunakan untuk mensosialisasikan dan juga mewujudkan suatu 

                                                             
28 Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.  
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aturan hukum. Dalam hal ini dapat penulis contohkan yaitu, Kantor 

Urusan Agama (KUA) dan juga penyuluhan-penyuluhan yang 

dilakukan di masyarakat. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. Yang dimaksud dengan faktor masyarakat di sini ialah 

kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mematuhi suatu 

peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang penulis maksudkan 

ialah pasangan suami istriyang melaksnakan pernikahan siri tersebut. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan. Menurut Soerjono 

Soekanto, faktor ini menjadi faktor penting yang mengatur agar 

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan 

menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, teori efektivitas hukum dirasa tepat 

untuk menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini 

nantinya. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe 

yuridis sosiologis, yakni penelitian yang berbasis pada ilmu hukum 

normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan 

perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interksi yang 
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terjadi ketika ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.
29

 

Dalam penelitian ini, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada 

di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (something 

behind the law).
30

 Sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut, maka 

penulis akan melakukan interaksi secara individu dengan kiai terkait 

dengan judul penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian 

adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus secara alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
31

  

3. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

membahas tentang perspektif kiai melihat fenomena nikah siri berwalikan 

hakim bagi perempuan berwali. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis, berlokasi di Kota 

Pekalongan, Jawa Tengah. 

                                                             
29 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47. 
30 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris”, 48. 
31 Lexy J. Moloeng, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2007), 6. 
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5. Sumber Data Penelitian 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utamanya 

seperti melalui wawancara.
32

 Narasumber wawancaranya adalah 

pasangan yang melakukan nikah siri dengan wali hakim kiai, wali 

hakim kiai itu sendiri, keluarga pasangan sebagai validasi, dan kiai 

setempat berkenaan pandangannya mengenai praktik pernikahan siri 

dengan wali hakim kiai bagi perempuan berwali. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber kedua 

seperti melalui buku, situs, atau dokumen pemerintah.
33

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data 

dari responden.  Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan 

menggali data dengan mengadakan tanya jawab.
34

 

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud adalah 

pasangan yang melakukan nikah siri dengan wali hakim kiai; yaitu 

sepasang janda dan duda  yang masing-masing berusia 28 tahun dan 35 

tahun di Pekalongan Barat dan dua pasangan yang masih sama-sama 

                                                             
32 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 

30. 
33 Soejono dan Sri Maudji, “Penelitian Hukum Normatif” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), 29.  
34 Ogiyanto Hartono, “Metodologi Penelitian Bisnis” (Yogyakarta: BPFE, 2014), 114. 
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lajang yang berusia kisaran 22 sampai 31 tahun di Pekalongan Selatan, 

wali hakim kiai itu sendiri; yang terdiri dari dua orang kiai, dan 

keluarga pasangan sebagai validasi. 

b. Dokumentasi 

Sebagai kata benda, dokumen berarti wahana informasi, data yang 

terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang 

digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi dan 

sejenisnya.
35

 

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu 

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, 

kegiatan ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti 

menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar 

dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan 

pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.
36

 

Analisi data dalam penelitian hukum memilki beberapa sifat, di 

antaranya: 

a. Deskriptif 

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam 

menganalisi berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan 

                                                             
35 Sulistyo-Basuki, “Teknik dan Jasa Dokumentasi” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1992) 
36 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183. 
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atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukannya. 

b. Evaluatif 

Dalam penelitian yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan 

justifikasi atas hasil penelitian. 

c. Preskriptif 

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi 

atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.
37

 

Penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara, 

kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis ini, penulis mencoba untuk menganalisis 

bagaimana pandangan para kiai mengenai pernikahan siri dengan 

menggunakan wali hakim kiai, yang mana kiai tersebut tidak ada 

hubungan nashab dengan si pengantin wanita. Dan bagaimana 

hubungannya dengan rukun nikah yang mengharuskan adanya wali 

nashab. 

H. Sistemika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 

penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan 

membagi masing-masing ke dalam lima bab, yang masing-masing bab akan 

diuraikan oleh sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya 

sebagai berikut : 

                                                             
37 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris” (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 184. 
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Bab pertama, berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan 

ke arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang fenomena pernikahan siri dengan wali 

hakim kiai, serta menerangkan beberapa teori terkait judul, antara lain: Teori 

Pernikahan, Nikah Siri, Teori Wali Nikah dan Wali Hakim, Teori Kiai, Teori 

Fiqih Madzhab tentang Wali, yang meliputi Madzhab Syafi’i, Madzhab 

Maliki, dan Madzhab Hambali, Madzhab Hanafi, dan juga Teori Efektivitas 

Hukum sabagai pisau analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini. 

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian, yaitu bagaimana praktik 

pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi perempuan berwali di 

Pekalongan Barat dan Selatan  dan pendapat kiai mengenai praktik 

pernikahan siri dengan kiai sebagai wali bagi perempuan berwali di 

Pekalongan Barat dan Selatan. 

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian, analisa 

data dan pembahasan. Pada bab pembahasan ini, penulis akan memaparkan 

analisa terhadap praktik pernikahan siri dengan kiai sebagai wali hakim bagi 

perempuan berwali di Pekalongan Barat dan Selatan serta implikasi hukum 

bagi pernikahan siri tersebut. Serta mengaitkan hal tersebut dengan teori fikih 

madzhab dan teori efektivitas hukum. 

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian 

yang memuat dua hal, yaitu: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah 
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temuan pembahasan. Sedangkan saran adalah berupa rekomendasi dari 

penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema 

pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan kiai sebagai wali hakim 

dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali di Pekalongan Barat dan 

Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Di Pekalongan Barat tepatnya di Binagriya Kelurahan Medono terdapat 

pasangan janda dan duda usia 28 dan 35 tahun, yang telah melakukan 

pernikahan siri dengan walinya adalah seorang kiai setempat. Kiai tersebut 

sengaja ditunjuk oleh kedua mempelai guna menjadi wali hakim dalam 

pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Sedangkan 

di Pekalongan Selatan tepatnya di Kelurahan Buaran Kradenan dan di 

Kelurahan Banyurip terdapat dua pasangan yang sama-sama lajang berusia 

kisaran 22 sampai 31 tahun, yang juga telah melakukan pernikahan siri 

dengan walinya adalah kiai setempat yang diminta dengan sengaja untuk 

menjadi wali dalam pernikahan-pernikahan tersebut. Adapun wali nashab 

dari masing-masing mempelai wanita tersebut sebenarnya masih hidup dan 

mampu mewalikan. 

2. Kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan siri bagi perempuan berwali 

dipandang sebagai suatu khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun, hal 

tersebut tetaplah mengabaikan salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. 

Wali menjadi salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Jika wali 

nashab tidak bisa hadir atau tidak berkenan hadir dalam sebuah 
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pernikahan, maka dapat menggunakan wali hakim. Wali hakim yang 

dimaksud tersebut adalah wali hakimyang pengangkatannya diatur oleh 

negara. 

3. Mengenai implikasi hukum terhadap pernikahan siri bagi perempuan 

berwali yang walinya menggunakan wali hakim kiai, pernikahan tersebut 

tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya pernikahan. Yang 

mana dalam hal ini ialah kehadiran wali nikah dari pihak perempuan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi’I, Maliki dan Hambali. Akan 

tetapi pada pernikahan pertama antara janda dan duda terdapat pendapat 

lain yang mengatakan bahwa pernikahannya sah berdasar pada pendapat 

Madzhab Hanafi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 

memberi saran-saran dengan tujuan agar dapat bermanfaat khususnya bagi 

pembaca: 

1. Pernikahan siri bukanlah sesuatu hal yang sama sekali tidak boleh 

dilakukan. Hanya saja pernikahan siri yang penulis maksud ialah 

pernikahan yang syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. 

2. Sebaiknya hindari segala sesuatu yang syubhat atau bersiifat samar-samar 

mengenai benar dan tidak, seperti dalam hal ini ialah pernikahan siri. 

3. Pernikahan siri bukan hanya mengabaikan hak istri, dikarenakan tidak 

tercatatnya pernikahan tersebut secara hukum negara. Tetapi pernikahan 

siri juga mengabaikan hak anak yang lahir di dalam pernikahan siri 
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tersebut, dikarenakan tidak menadapatkan akta dengan nama ayah dan 

ibunya sekaligus. 

4. Maraknya pernikahan siri dengan wali kiai menjadikan kiai yang 

seharusnya dipandang mulia dan menjadi panutan, dianggap sebagai 

seseorang yang mengabaikan aturan agama. 

5. Agama sudah bukan dipandang sebagai suatu yang sakral lagi, karena 

peraturannya saja sengaja diabaikan. 

6. Kantor Urusan Agama atau KUA telah menyediakan fasilias “Nikah di 

KUA Gratis”, seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi 

pasangan yang ingin menikah siri. 
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